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KATA PENGANTAR

IImu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan
dan diajarkan kepada orang lain, merupakan salah satu dari
tiga amal jariyah (HR Muslim 3084). Amal jariyah
merupakan perbuatan baik seseorang yang tidak akan
terputus pahalanya meski ia telah meninggal. Al-Hafidz Ibnu
Al-Jauzi rahimahullahu ta’ala berkata, “Barangsiapa ingin
amalannya tidak terputus setelah kematiannya, maka
hendaklah ia menyebarkan ilmu.” Menyebarkan ilmu dapat
dilakukan melalui berbagai cara, baik langsung maupun
melalui media. Buku merupakan salah satu media yang
populer dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.

Pertanian dan peternakan merupakan sumber ilmu
pengetahuan yang tergolong paling tua dan tidak pernah
kering sepanjang masa. Pertanian dan peternakan merupakan
penghasil makanan pokok yang wajib ada sepanjang sejarah
kehidupan manusia. Dalam proses produksi, distribusi, dan
konsumsi, pertanian dan peternakan mengalami berbagai
dinamika yang selalu menarik untuk  sekedar

diperbincangkan, didiskusikan, ditulis, sampai dibukukan.



Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan ke
hadirat Allah swt atas terbitnya buku berjudul “Wacana
Agribisnis Pertanian dan Peternakan” ini. Buku ini
merupakan kompilasi 22 karya tulis terpilih tentang
agribisnis pertanian dan peternakan yang terbit di berbagai
media massa sejak 2014 sampai 2021. Karya-karya tulis ini
menyoroti peristiwa-peristiwa pertanian dan peternakan
yang sempat menjadi sorotan pada waktunya. Semoga karya

tulis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 22-02-2022

Penulis,

Prof. Dr. Ir. Sutawi, M.P.
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1.

PERTANIAN RIWAYATMU KINI

Pertanian adalah sumber kehidupan. Sebanyak 265
juta penduduk Indonesia dan 7,7 milyar penduduk dunia
hidup dengan mengonsumsi hasil-hasil pertanian, seperti
beras, jagung, gandum, kedelai, sagu, ubi, singkong, sayur-
mayur, buah-buahan, rempah-rempah, daging, telur, susu,
ikan, dan sebagainya. Pertanian juga sumber penghidupan.
Sebanyak 38,70 juta penduduk Indonesia dan ratusan juta
penduduk memperoleh penghasilan baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha-usaha di bidang pertanian, seperti
petani, pekebun, peladang, petambak, nelayan, peternak,
pekerja, penyuluh, pengangkut, pemodal, pengolah, dan
pedagang hasil-hasil pertanian. Pendek kata, pertanian
adalah sumber kehidupan dan penghidupan utama umat
manusia di dunia.

Zaman Orde Baru pertanian adalah sektor andalan.

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap petani dan
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pertanian sangat besar. Atas keberhasilan mencapai
swasembada pangan pada 1989, Presiden Soeharto mendapat
penghargaan tertinggi dari Organisasi Pangan Dunia atau
Food and Agricultural Organisation (FAQO). Zaman telah
berubah, era pertanian semakin ketinggalan jaman. Masa
depan pertanian berada di persimpangan jalan. Rakhmat
Hadi Saputro (2003) mengungkap tentang “1001 Masalah
Petani”, empat belas masalah utama adalah: (1) Regenerasi
petani terancam lambat/gagal, (2) Sulit mencari tenaga
kerja/buruh tani, (3) Mayoritas masih mengandalkan
teknologi tradisional, (4) Irigasi tidak mendukung, (5)
Serangan hama dan penyakit mengancam dari awal tanam
sampai menjelang panen, (6) Harga sarana produksi
cenderung naik, (7) Harga hasil panen dikendalikan
tengkulak, (8) Dukungan pemerintah sangat kurang, (9)
Bulog tidak mendukung petani, (10) Ancaman gagal panen,
(11) Kekurangan modal, (12) Sulit mendapat akses ke bank,
(13) Terjerat rentenir setiap saat, dan (14) Alih fungsi lahan
sangat cepat.

“Seribu satu” masalah yang diderita petani
mengakibatkan pertanian mulai ditinggalkan oleh generasi

tua, apalagi generasi mudanya. Tidak ada lagi petani yang
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mendidik anak-anaknya menjadi petani. Juga tidak ada
generasi muda yang bercita-cita menjadi petani, bahkan di
kalangan sarjana pertanian itu sendiri. Sensus Pertanian 2013
mencatat jumlah petani muda berusia di bawah 34 tahun
hanya 3,35 juta (8,66%), sedangkan petani tua berusia lebih
dari 55 tahun berjumlah 8,55 juta (22,09%). Jumlah petani
muda tersebut menyusut 3,4% per tahun, lebih cepat
dibanding petani tua yang menyusut hanya 0,5% per tahun.
Selain masalah usia yang menua, masalah petani Indonesia
juga tingkat pendidikan yang rendah. Sebanyak 72,6%
tenaga kerja sektor pertanian hanya berpendidikan SD,
bahkan tidak tamat SD. Tampak jelas bahwa petani saat ini
adalah angkatan kerja usia tua yang telah melewati usia
produktif dan berpendidikan rendah, sedangkan sisanya
adalah sedikit kaum muda yang terpaksa bertani karena kalah
bersaing mendapat pekerjaan lain yang diidamkan.

Panas, hujan, kotor, kerja keras siang malam, risiko
yang besar, dan penghasilan pas-pasan, merupakan alasan
utama generasi muda enggan berprofesi sebagai petani. BPS
(2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238
juta/bulan, jagung 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052
juta/bulan, ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau Rp 469
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ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan, jauh di bawah
UMK Jawa Timur Rp 1,7-3,8 juta/bulan. Bagi generasi
muda, bekerja sebagai pengemudi ojek online, pedagang
kaki lima (PKL), buruh pabrik di kota-kota besar, atau
menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, jauh
lebih bergengsi daripada menjadi petani di perdesaan. Bagi
mereka, “hujan emas di negeri orang” tetap lebih menarik
daripada “hujan batu di negeri sendiri”. Tidak mengherankan
jika di daerah-daerah perdesaan mulai sepi dari kegiatan
pertanian dan ditinggalkan generasi mudanya.

Tekad pemerintah Orde Reformasi selama 20 tahun
terakhir untuk mengembalikan arti penting pertanian sebagai
sumber kehidupan dan penghidupan utama bangsa Indonesia
semakin jauh dari harapan. Keberhasilan Orde Baru
mencapai swasembada pangan pada 1989 adalah berkat
keseriusan menggarap sektor pertanian dengan anggaran
hingga 17% dari APBN. Namun, dengan alokasi anggaran
untuk Kementerian Pertanian beberapa tahun terakhir yang
hanya 1% dalam APBN (Rp 20-an triliun) per tahun,
tampaknya sangat sulit bagi Indonesia untuk mencapai
swasembada pangan, khususnya beras, jagung, kedelai, gula,

dan daging sapi.
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Indonesia kini mulai terancam krisis pangan.
Produksi sejumlah bahan pangan tidak mampu memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Bahan pangan impor kemudian
menjadi andalan. Tidak perlu bersusah payah menggenjot
produksi, karena pangan impor murah tersedia melimpah
ruah di pasaran. Saat ini ketergantungan Indonesia pada
pangan impor mencapai 100% untuk gandum (11,8 juta
ton/tahun), 78% kedelai (2,2 juta ton/tahun), 10% jagung (2,3
juta ton/tahun), 67% gula (3,8 juta ton/tahun). Selama lima
tahun terakhir (2014-2018) defisit neraca perdagangan
tanaman pangan mencapai rata-rata USD 6,84 milyar per
tahun. Ini berarti sebanyak Rp 95,76 trilyun devisa negara
terkuras untuk mengimpor pangan setiap tahun.
Ketergantungan pangan impor pada masa mendatang
diperkirakan semakin besar karena terjadi kemerosotan
produksi, utamanya akibat akibat konversi lahan pertanian.
Secara nasional 100.000 ha lahan pertanian produktif setiap
tahun beralih fungsi menjadi perumahan, pertokoan, sarana
pendidikan, jalan, pabrik, tempat hiburan, tempat wisata,
pasar, dan mall.

Tanpa dukungan petani muda yang terdidik dan

anggaran pembangunan pertanian yang memadai, maka
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nasib pertanian akan semakin terpuruk dan cita-cita

mewujudkan swasembada, ketahanan, kemandirian, dan

kedaulatan pangan hanya akan menjadi slogan belaka. (*)
Malang Post, Sabtu 21 Sep 2019
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DARURAT PANGAN PADA
MASA NEW NORMAL

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 berdampak
negatif terhadap kesehatan, perekonomian, dan ketahanan
pangan (food security). Indeks Ketahanan Pangan Indonesia
tahun 2019 mencatat skor 62,6, meningkat dari 54,8 (2018),
dan membawa Indonesia ke posisi 62 dunia, naik dari posisi
65 (2018). Indonesia mendapatkan skor 70,4 untuk
affordability (keterjangkauan), skor 61,3 untuk availability
(ketersediaan), dan 47,1 untuk quality and safe (kualitas dan
keamanan). Kebijakan pemerintah kepada masyarakat untuk
melakukan pekerjaan dari rumah (working from home),
pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan menjaga jarak
secara fisik dan sosial (physical and social distancing), serta
penutupan wilayah secara terbatas (partial lockdown),

berpotensi menimbulkan kerawanan pangan bahkan dapat
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memicu darurat pangan (food emergency) pada masa new
normal (tatanan baru beradaptasi dengan Covid-19).

BKP Kementan memperkirakan ketersediaan 10
bahan pangan strategis nasional untuk bulan Maret hingga
Agustus 2020 mencukupi kebutuhan bahkan tercatat surplus.
Beras tersedia 25,6 juta ton dari kebutuhan 15 juta ton;
jagung sebanyak 13,7 juta ton dari kebutuhan 9,1 juta ton;
bawang merah tersedia 1,06 juta ton dari kebutuhan 701.482
ton; bawang putih tersedia 442,5 ribu ton dari kebutuhan
311,9 ribu ton; dan cabai besar tersedia 657.467 ton dari
kebutuhan 551.261 ton; dan cabai rawit tersedia 539,6 ribu
ton dari kebutuhan 493,8 ribu ton. Selanjutnya, daging
sapi/kerbau tersedia 517.872 ton (290.000 ton diantaranya
berasal dari impor) dari kebutuhan 476.035 ton; daging ayam
ras 2 juta ton dari kebutuhan 1,7 juta ton; minyak goreng 23,4
juta ton dari kebutuhan 4,4 juta ton; dan stok gula pasir yang
terdapat di gudang distributor sebanyak 159.000 ton.

Perkiraan tersebut tidak menjamin bahwa Indonesia
akan terbebas dari ancaman darurat pangan, karena pandemi
Covid-19 belum pasti kapan akan berakhir. Menurut FAQ,
sebuah negara dikatakan mengalami darurat pangan jika

kekurangan pasokan pangan relatif terhadap kebutuhan
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konsumsinya akibat bencana alam, lingkungan, dan/atau
kemanusiaan, dan karena itu membutuhkan bantuan pangan
dari luar. Jika tidak ada bantuan pangan, maka cukup banyak
penduduk yang akan menderita kekurangan gizi bahkan
kelaparan.

Pertama, kebutuhan pangan strategis Indonesia
sebagian masih bergantung pada pangan impor. Indonesia
baru mampu berswasembada beras, jagung, bawang merah,
cabai, daging ayam dan telur, sedangkan gula, bawang putih,
dan daging sapi masih harus dicukupi dari pasokan impor.
Kemampuan suatu komoditas dalam memenuhi kebutuhah
domestik diketahui melalui indikator SSR (Self Sufficiency
Ratio). Nilai SSR beras, jagung, bawang merah, cabai,
daging ayam dan telur masing-masing sebesar 95,86%,
98,48%, 99,98%, 96,75%, 99,90, dan 99,91%. Nilai SSR
tersebut  menunjukkan  bahwa  Indonesia  telah
berswasembada on-trend beras, jagung, bawang merah,
cabai, daging ayam dan telur. Pengertian swasembada on-
trend adalah minimal 90 persen kebutuhan pangan dipenuhi
dari produksi domestik, sedangkan 10 persen sisanya
dipenuhi dari impor ketika pasokan dalam negeri tak

mencukupi. Daging sapi, gula, dan bawang putih masing-
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masing memiliki nilai SSR 83,23%, 32,02%, dan 4,5%. Nilai
SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih
bergantung pada pasokan komoditas impor daging sapi
16,77%, gula 67,98%, dan bawang putih 95,5% dari
kebutuhan dalam negeri.

Kedua, ketersediaan pangan menurun. Pemberlakuan
PSBB, penutupan wilayah terbatas, dan jaga jarak fisik
menyebabkan aktivitas sosial menurun. Bisnis terkait
makanan, seperti warung, restoran, hotel, dan katering
mengurangi aktivitas, bahkan tutup. Akibatnya, permintaan
produk pertanian berkurang, konsumsi berkurang, harga
pangan menurun, dan pendapatan petani menurun. Pada
April 2020 terjadi deflasi bahan pangan -0,13% yang
mengindikasikan adanya penurunan harga akibat penurunan
permintaan. Pada Mei 2020 BPS mencatat NTP (Nilai Tukar
Petani) sebesar 99,47 atau lebih rendah 0,85 persen
dibandingkan dengan bulan April sebesar 100,32. NTP
merupakan indikator pendekatan terhadap tingkat
kesejahteraan petani. NTP lebih kecil dari 100, berarti
pendapatan petani lebih kecil dari pengeluarannya. Dampak
selanjutnya adalah produksi pertanian akan menurun, karena

petani kesulitan membeli dan memperoleh sarana produksi.



Produksi pertanian diperkirakan turun 6%, tenaga kerja
pertanian turun 5%, dan investasi pertanian turun 4%.
Perdagangan juga mengalami penurunan karena adanya
pembatasan ekspor negara-negara eksportir pangan. IFPRI
(International Food Policy Research Institute) mencatat 12
negara eksportir membatasi ekspor pangan sejak 15 Mei
2020 sebagai cadangan pangan negaranya. Penurunan
produksi dan perdagangan pertanian menyebabkan
penurunan ketersediaan pangan.

Ketiga, gangguan keterjangkauan pangan. Pada
aspek fisik, keterjangkauan pangan menghadapi masalah
distribusi  karena penduduk Indonesia tersebar di
17.504 pulau, sedangkan pusat produksi ada di Jawa. Pulau
Jawa yang luasnya hanya 6,7% (129.438 km?) dibanding luas
daratan Indonesia (1.910.931 km?) merupakan sentra
produksi lebih dari 60% produksi pangan. Beberapa provinsi
diperkirakan mengalami defisit pangan karena berada jauh
dari daerah produksi. Saat memimpin rapat terbatas tentang
antisipasi kebutuhan bahan pokok di Istana Kepresidenan
Bogor (Selasa, 28/4/2020) Presiden Jokowi menyampaikan
bahwa stok beras defisit di 7 provinsi, jagung defisit di 11

provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai rawit defisit
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di 19 provinsi, bawang merah defisit di 1 provinsi, telur ayam
defisit di 22 provinsi, minyak goreng cukup untuk 34
provinsi, gula pasir defisit di 30 provinsi, dan bawang putih
defisit di 31 provinsi.

Keempat, konsumsi pangan menurun. Pemerintah
memperkirakan sebanyak 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan
jatuh miskin dan 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan selama
pandemi Covid-109. Peningkatan pengangguran
menyebabkan penurunan pendapatan dan daya beli, pada
gilirannya akan memberi tekanan pada kualitas dan kuantitas
konsumsi pangan. Konsumsi pangan diperkirakan menurun
20%. Kondisi ini berhubungan erat pertumbuhan ekonomi
yang melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang
mencapai 5,02% pada 2019, diperkirakan menyusut menjadi
1,0% pada 2020. Penurunan 1% pertumbuhan ekonomi
menyebabkan peningkatkan kemiskinan dan rawan pangan
sebesar 1,6% and 3,0% (Vos et al., 2020). Penyusutan
ekonomi Indonesia menyebabkan jumlah penduduk miskin
dan rawan pangan diperkirakan meningkat 6,9-9,9%
(Hermanto, 2020).***

Malang Post, 2 Juli 2020
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KONTRIBUSI PERTANIAN
PADA MASA NEW NORMAL

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
yang melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 tidak hanya
berdampak negatif terhadap kesehatan, tetapi juga
perekonomian dan ketahanan pangan. Sampai 1 Juli 2020
jumlah penderita terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak
57.770 kasus dan meninggal 2.934 orang. Ini berarti setiap
hari rata-rata sebanyak 474 orang terjangkit dan 24 orang
meninggal akibat Covid-19. Kebijakan pemerintah kepada
masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah (working
from home), pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan
menjaga jarak secara fisik dan sosial (physical and social
distancing), serta penutupan wilayah secara terbatas (partial
lockdown), telah menyebabkan penurunan pertumbuhan
ekonomi dan menganggu ketahanan pangan (food security)
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pada masa new normal (tatanan baru beradaptasi dengan
Covid-19).

Pada  perekonomian, pandemic Covid-19
menyebabkan jumlah pengangguran melonjak. Pemerintah
memperkirakan sebanyak 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan
dan 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh miskin selama
pandemi Covid-19. Studi yang dilakukan oleh ekonom
Arthur Okun yang disebut Hukum Okun (Okun’s Law)
mengindikasikan hubungan negatif antara pengangguran
dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat
pengangguran semakin rendah tingkat pertumbuhan
ekonomi, karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam
menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran
tidak memberikan kontribusi. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang mencapai 5,02% pada 2019, diperkirakan
menyusut menjadi 1,0% pada 2020 sebagai dampak pandemi
Covid-19. Studi Vos et al. (2020) menyimpulkan penurunan
1,0% pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatkan
kemiskinan dan rawan pangan sebesar 1,6% and 3,0%.
Menurut Hermanto (2020) penyusutan perekonomian
Indonesia selama pandemic Covid-19 menyebabkan jumlah

penduduk miskin dan rawan pangan meningkat 6,9-9,9%.



Pada ketahanan pangan, pandemi Covid-19
berpotensi  menimbulkan  kerawanan pangan (food
insecurity) bahkan dapat memicu darurat pangan (food
emergency) karena belum pasti kapan akan berakhir.
Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan
pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga,
pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan
fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
Menurut FAO, sebuah negara dikatakan mengalami darurat
pangan jika kekurangan pasokan pangan relatif terhadap
kebutuhan konsumsinya akibat bencana alam, lingkungan,
dan/atau kemanusiaan, dan karena itu membutuhkan bantuan
pangan dari luar. Jika tidak ada bantuan pangan, maka cukup
banyak penduduk yang akan menderita kekurangan gizi
bahkan kelaparan. Selama pandemi Covid-19 beberapa
provinsi diperkirakan mengalami defisit pangan karena
berada jauh dari daerah produksi. Saat memimpin rapat
terbatas tentang antisipasi kebutuhan bahan pokok di Istana
Kepresidenan Bogor (Selasa, 28/4/2020) Presiden Jokowi
menyampaikan bahwa stok beras defisit di 7 provinsi, jagung
defisit di 11 provinsi, cabai besar defisit di 23 provinsi, cabai
rawit defisit di 19 provinsi, bawang merah defisit di 1
provinsi, telur ayam defisit di 22 provinsi, minyak goreng
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cukup untuk 34 provinsi, gula pasir defisit di 30 provinsi, dan
bawang putih defisit di 31 provinsi.

Sektor pertanian berperan penting dalam mengurangi
dampak negatif Covid-19. Pertama, penyedia lapangan kerja
terbanyak. BPS (2019) menyebutkan struktur penduduk
bekerja menurut lapangan pekerjaan didominasi oleh
pertanian sebesar 27,33 persen, disusul perdagangan 18,81
persen; dan industri pengolahan sebesar 14,96 persen.
Jumlah angkatan kerja sektor pertanian pada 2019 sebanyak
133,56 juta orang, naik 2,55 juta orang dibanding 2018.
Sayangnya, penghasilan pekerja pertanian tergolong rendah.
BPS (2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp
1,238 juta/bulan, jagung 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp
1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau
Rp 469 ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan, jauh di
bawah UMK Jawa Timur Rp 1,7-3,8 juta/bulan. Penghasilan
yang rendah ini merupakan salah satu penyebab generasi
muda kurang tertarik bekerja di sektor pertanian. Jumlah
petani muda berusia di bawah 34 tahun hanya 8,66%,
sedangkan petani tua berusia lebih dari 55 tahun 22,09%.
Jumlah petani muda tersebut menyusut 3,4% per tahun, lebih
cepat dibanding petani tua yang menyusut hanya 0,5% per
tahun.



Kedua, sektor pertanian penghasil 11 bahan pangan
strategis (beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai
besar, cabai rawit, daging sapi dan kerbau, daging ayam ras,
telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng). Indonesia
baru mampu berswasembada beras, jagung, bawang merah,
cabai, daging ayam dan telur, dan minyak goreang,
sedangkan gula, bawang putih, dan daging sapi masih harus
dicukupi dari pasokan impor. Kemampuan suatu komoditas
dalam memenuhi kebutuhah domestik diketahui melalui
indikator SSR (Self Sufficiency Ratio). Nilai SSR beras,
jagung, bawang merah, cabai, daging ayam, telur, dan
minyak goreng masing-masing sebesar 95,86%, 98,48%,
99,98%, 96,75%, 99,90, 99,91%, dan 321,66%. Nilai SSR
tersebut  menunjukkan bahwa Indonesia  telah
berswasembada on-trend beras, jagung, bawang merah,
cabai, daging ayam dan telur. Pengertian swasembada on-
trend adalah minimal 90 persen kebutuhan pangan dipenuhi
dari produksi domestik, sedangkan 10 persen sisanya
dipenuhi dari impor ketika pasokan dalam negeri tak
mencukupi. Daging sapi, gula, dan bawang putih masing-
masing memiliki nilai SSR 83,23%, 32,02%, dan 4,5%. Nilai
SSR tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih
bergantung pada pasokan komoditas impor daging sapi
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16,77%, gula 67,98%, dan bawang putih 95,5% dari
kebutuhan dalam negeri. Selama lima tahun terakhir (2015-
2019) defisit neraca perdagangan pangan sekitar US$ 6,84
milyar per tahun. Ini berarti sebanyak Rp 95,76 trilyun devisa
negara terkuras untuk mengimpor pangan setiap tahun.
Strategi dasar untuk memperkuat kontribusi sektor
pertanian pada era new normal dan selanjutnya adalah
mengalokasikan anggaran pembangunan yang besar dan
meningkat untuk sektor pertanian. Anggaran pertanian terus
mengalami penurunan dari selama enam tahun terakhir. Pada
2015 adalah yang tettinggi yaitu Rp 32,72 triliun, turun
menjadi Rp 27,72 triliun (2016), Rp 24,23 triliun (2017), Rp
23,90 triliun (2018) dan Rp 21,71 triliun (2019), dan terbaru
Rp 21,05 triliun (2020). Anggaran pertanian tersebut hanya
0,77% dibanding total APBN 2020 sebesar Rp 2.613,81
triliun. Anggaran tersebut sangat jauh dibawah era Orde
Baru yang mengalokasi anggaran pertanian hingga 17%
dari APBN. Dengan dukungan anggaran pembangunan
pertanian yang besar, maka sektor pertanian dapat berperan
secara signifikan dalam mengurangi dampat negatif pandemi
Covid-19 terhadap perekonomian dan ketahanan pangan.

*k%k

Harian Bhirawa, 7 Juli 2020

{
fs—‘i})“!f--(’-"_\‘;” 4



QoINS
4.

FOOD ESTATE:
KETAHANAN PANGAN DAN
KETAHANAN NASIONAL

Presiden Joko Widodo menugaskan
Menhan Prabowo Subianto untuk menjadi penanggung
jawab  dalam  pembangunan food  estate (lumbung
pangan) seluas 178 ribu hektar di Kabupaten Kapuas dan
Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kamis, 9 Juli
2020). Food estate merupakan istilah populer dari
kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (>25 ha)
yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai
sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi, modal, organisasi, dan manajemen modern
(Kementan, 2010). Konsep food estate diletakkan atas
dasar keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem

agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal

e,
10 L
719 &
LN


https://www.cnnindonesia.com/tag/prabowo-subianto
https://www.cnnindonesia.com/tag/lumbung-pangan
https://www.cnnindonesia.com/tag/lumbung-pangan

dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh
sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna
yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang
kokoh. Food estate direncanakan menjadi salah satu
Program Strategis Nasional (PSN). Program ini merupakan
langkah antisipasi dini krisis pangan akibat pandemi Covid-
19 yang diperingatkan FAO akan terjadi mulai Agustus 2020
sampai 2022 mendatang. Krisis pangan dipicu antara lain
penurunan produksi, gangguan distribusi, dan pembatasan
ekspor-impor pangan dunia.

Penunjukan Menhan, bukan Mentan, tentu bukan
tanpa alasan. Pertama, ketahanan pangan merupakan salah
satu unsur penting ketahanan nasional. Sebaik apapun unsur-
unsur lain, jika rakyat kelaparan maka ketahanan nasional
akan rapuh. Jepang merupakan satu teladan negara maju
yang menjaga ketahanan pangan sebagai unsur utama
ketahanan nasional. Sebagai negara yang tingkat
keswasembadaan pangannya hanya 40%, pemerintah Jepang
mengalokasikan APBN sebesar 3,7% dan memberi subsidi
hingga 70% pada sektor pertanian untuk menjamin
ketersediaan pangan bagi 127 juta rakyatnya. Rata-rata

penghasilan petani Jepang mencapai sepuluh juta yen (Rp

i/m- %\S
520/



1,34 miliar) per tahun, 25-30% lebih tinggi dibanding
pendapatan per kapita penduduk. Bandingkan dengan
pendapatan petani Indonesia. BPS (2017) mencatat
penghasilan petani padi hanya Rp 1,238 juta/bulan, jagung
1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu
Rp 869 ribu/bulan, kacang hijau Rp 469 ribu/bulan, dan
kedelai Rp 307 ribu/bulan, jauh di bawah UMK Jawa Timur
Rp 1,7-3,8 juta/bulan.

Kedua, dalam APBN 2020 Kemenhan memperoleh
anggaran paling besar yaitu Rp 122,45 triliun (21,02%
APBN), 5,82 kali lipat aggaran Kementan yang hanya Rp
21,05 triliun (0,77% APBN). Ketiga, Menhan Prabowo
pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia) periode 2004-2009. Pada waktu itu, Prabowo
berjanji  memperjuangkan kepentingan petani yang
dinilainya masih belum mendapat prioritas utama, dan
mendesak pemerintah agar membuat kebijakan yang
berpihak kepada petani, seperti menghentikan keran impor
produk pertanian. Prabowo menilai bahwa tingginya impor
produk pertanian mengakibatkan petani lokal tidak mampu
bersaing. Jika sukses membangun food estate sekaligus

menyejahterakan petani, maka dapat dijadikan modal
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Menhan Prabowo untuk kembali mencalonkan presiden
ketiga kali pada Pemilu 2024 mendatang.

Food Estate bukanlah gagasan baru. Tahun 2007
pemerintah mencanangkan pengembangan Merauke
Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten
Merauke, Papua seluas 1,2 juta hektar. MIFEE direncanakan
selesai terbangun selama 25 tahun dan akan terwujud pada
tahun 2032 vyang terdiri dari pembangunan food
estate jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
Selain MIFEE, ada 3 lokasi food estate yang dinotifikasi
secara nasional yaitu Pengembangan Lahan Gambut (PLG)
1 juta hektar di Kalimantan Tengah, Delta Kayan Food Estate
di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur seluas sekitar 0,5
juta hektar, dan Jungkat Agri Kompleks di Kabupaten
Kuburaya, Kalimantan Barat seluas 0,25 juta ha. Namun,
proyek-proyek food estate tersebut tidak berjalan sesuali
harapan karena berbagai kendala yang kompleks. PLG
dihentikan karena teknologi yang dipakai mendapat
penolakan dari para penggiat lingkungan nasional dan
internasional, sedangkan lokasi food estate yang lain karena
konflik lahan, konflik sosial, ketersediaan infrastruktur

agribisnis, dan teknologi hingga isu politik.
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Sedikitnya ada empat latar belakang pembangunan
food estate. Pertama, ancaman kerawanan pangan dunia.
PBB (2020) menyebutkan terdapat 820 juta penduduk dunia
tergolong rawan pangan kronis sebelum pandemi Covid-19.
Sejak pandemi Covid-19 bertambah 135 juta penduduk
terjerumus rawan pangan akut. Jumlah ini bisa bertambah
dua kali lipat selama pandemi Covid-19 tahun 2020.
Tingginya pengangguran, hilangnya pendapatan, dan
kenaikan harga pangan menyebabkan akses terhadap pangan
bagi sebagian penduduk semakin sulit. Di Indonesia,
pemerintah memperkirakan sebanyak 3,0-5,2 juta kehilangan
pekerjaan dan 1,8-3,78 juta orang Indonesia akan jatuh
miskin selama pandemi Covid-19. Lembaga Demografi
FEB Ul (2020) memperkirakan sebanyak 17,5 juta rumah
tangga terancam miskin dengan asumsi garis kemiskinan
Rp 440.000 per kapita per bulan akibat Covid-19 karena
adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan. Menurut
Hermanto (2020) penyusutan perekonomian Indonesia
selama pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk
miskin dan rawan pangan meningkat 6,9-9,9%.

Kedua, munculnya fenomena feeding frenzy. Feeding

frenzy dirumuskan oleh McMohan (2017) sebagai situasi di
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mana negara pengekspor melakukan pembatasan terhadap
arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan kenaikan
harga dalam negeri. Sebaliknya, negara pengimpor
menghapus semua bea impor dan berupaya mendatangkan
sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan
persediaan dalam negeri. McMahon menyebut, tindakan
sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan
nasional masing-masing daripada bersinergi merumuskan
kebijakan demi kemakmuran bersama justru memperparah
krisis dan memicu kenaikan harga pangan dunia.

Ketiga, ketergantungan impor bahan pangan
Indonesia cukup tinggi. Impor tujuh komoditas utama seperti
beras, jagung, kedelai, gandum, gula tebu, ubi kayu, dan
bawang putih mengalami kenaikan dari 21,7 juta ton pada
2016 menjadi 25,2 juta ton pada 2017. Impor ketujuh
komoditas pangan yang jumlahnya masing-masing di atas
200 ribu ton per tahun menyebabkan defisit neraca
perdagangan komoditas pangan terus melonjak dari US$ 9,9
juta setara Rp 138,6 triliun (2015), US$ 10,2 juta setara Rp
142,8 triliun (2016), mejadi US$ 10,8 juta dan setara Rp
151,2 triliun (2017).
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Keempat, luasnya alih fungsi lahan pertanian.
Menurut Ketua HKTI Moeldoko (2020), penyusutan lahan
pertanian di Indonesia mencapai 120 ribu hektare setiap
tahun. Berdasarkan pemotretan yang dilakukan oleh BPS,
BIG, dan LAPAN luas lahan baku sawah Indonesia
menyusut dari 7,75 juta ha pada 2013 menjadi 7,1 juta
hektar pada 2019 (Kementan, 2019). Ratusan ribu hektar
lahan pertanian produktif tersebut setiap tahun beralih
fungsi menjadi perumahan, pertokoan, sarana pendidikan,
jalan raya, pabrik, tempat hiburan, tempat wisata, pasar, dan
mall, ***

Malang Post, Senin 13 Juli 2020
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QoINS
5.

MENHAN, FOOD ESTATE DAN
PESAWAT TEMPUR

Menhan Prabowo Subianto ditunjuk oleh Presiden
Joko Widodo menjadi penanggung jawab pembangunan food
estate  (lumbung pangan) seluas 178 ribu hektar
di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah (Kamis, 9 Juli 2020). Food estate
merupakan istilah populer dari kegiatan usaha budidaya
tanaman skala luas (>25 ha) yang dilakukan atas dasar
keterpaduan sektor dan subsektor dalam suatu sistem
agribisnis dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal
dan lestari, dikelola secara profesional, didukung oleh
sumberdaya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna
yang berwawasan lingkungan, dan kelembagaan yang
kokoh. Food estate merupakan langkah antisipasi dini krisis
pangan akibat pandemi Covid-19 yang diperingatkan FAO

akan terjadi mulai Agustus 2020 sampai 2022 mendatang.
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Penunjukan Menhan, bukan Mentan, tentu bukan
tanpa alasan. Pertama, ketahanan pangan merupakan salah
satu unsur penting ketahanan nasional. Sebaik apapun unsur-
unsur lain, jika rakyat kelaparan maka ketahanan nasional
akan rapuh. Jepang merupakan satu teladan negara maju
yang menjaga ketahanan pangan sebagai unsur utama
ketahanan nasional. Sebagai negara yang tingkat
keswasembadaan pangannya hanya 40%, pemerintah Jepang
mengalokasikan APBN sebesar 3,7% dan memberi subsidi
hingga 70% pada sektor pertanian untuk menjamin
ketersediaan pangan bagi 127 juta rakyatnya. Rata-rata
penghasilan petani Jepang mencapai 10 juta yen (Rp 1,34
miliar) per tahun, 25-30% lebih tinggi dibanding pendapatan
per kapita penduduk. Bandingkan dengan pendapatan petani
Indonesia. BPS (2017) mencatat penghasilan petani padi
hanya Rp 1,238 juta/bulan, jagung Rp 1,047 juta/bulan,
kacang tanah Rp 1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp 869
ribu/bulan, kacang hijau Rp 469 ribu/bulan, dan kedelai Rp
307 ribu/bulan, jauh di bawah UMK Jawa Timur Rp 1,7-3,8
juta/bulan.

Kedua, dalam APBN 2020 Kemenhan memperoleh
anggaran paling besar yaitu Rp 122,45 triliun (21,02%
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APBN), 5,82 kali lipat aggaran Kementan yang hanya Rp
21,05 triliun (0,77% APBN). Ketiga, Menhan Prabowo
pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia) periode 2004-2009. Pada waktu itu, Prabowo
berjanji memperjuangkan kepentingan petani yang
dinilainya masih belum mendapat prioritas utama, dan
mendesak pemerintah agar membuat kebijakan yang
berpihak kepada petani, seperti menghentikan keran impor
produk pertanian. Prabowo menilai bahwa tingginya impor
produk pertanian mengakibatkan petani lokal tidak mampu
bersaing. Jika sukses membangun food estate sekaligus
menyejahterakan petani, maka dapat dijadikan modal
Menhan Prabowo untuk kembali mencalonkan presiden kali
ketiga pada Pemilu 2024.

Bukannya memaparkan grand design food estate,
publik justru dikejutkan rencana kontroversial Menhan
Prabowo memborong 15 unit pesawat tempur Eurofighter
Typhoon bekas milik militer Austria (Surat Kemenhan No.
60/M/V11/2020 tertanggal 10 Juli 2020). Rencana tersebut
membuktikan Menhan Prabowo kurang sensitif dalam
memahami empat persoalan bangsa saat ini. Pertama,

pandemi Covid-19. Sejak pertama dilaporkan 2 Maret 2020
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sampai 9 Agustus 2020 jumlah penderita terkonfirmasi
positif Covid-19 sebanyak 125.396 kasus dan meninggal
5.723 orang. Ini berarti setiap hari rata-rata sebanyak 779
orang terjangkit dan 36 orang meninggal akibat Covid-19.
Wabah ini belum ditemukan vaksin atau obatnya dan belum
jelas kapan berakhirnya.

Kedua, resesi ekonomi. Pemerintah memperkirakan
sebanyak 3,0-5,2 juta kehilangan pekerjaan dan 1,8-3,78 juta
orang Indonesia akan jatuh miskin selama pandemi Covid-
19. Studi ekonom Arthur Okun yang disebut Hukum Okun
(Okun’s Law) mengindikasikan hubungan negatif antara
pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin
tinggi tingkat pengangguran semakin rendah tingkat
pertumbuhan ekonomi, karena penduduk yang bekerja
berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa,
sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02% pada
2019 menurun 2,97% pada Triwulan I, kemudian merosot
menjadi -5,32 pada Triwulan 11 2020. Dalam ilmu ekonomi,
suatu negara dikatakan resesi apabila ekonominya minus

dalam dua kuartal berturut-turut. Jika ekonomi Indonesia
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Triwulan 111 2020 pertumbuhannya negatif, maka Indonesia
resmi masuk ke jurang resesi ekonomi.

Ketiga, kerawanan pangan (food insecurity). PBB
(2020) menyebutkan terdapat 820 juta penduduk dunia
tergolong rawan pangan kronis sebelum pandemi Covid-19.
Sejak pandemi Covid-19 bertambah 135 juta penduduk
terjerumus rawan pangan akut. Jumlah ini bisa bertambah
dua kali lipat selama pandemi Covid-19 tahun 2020.
Tingginya pengangguran, hilangnya pendapatan, dan
kenaikan harga pangan menyebabkan akses terhadap pangan
bagi sebagian penduduk semakin sulit. Lembaga Demografi
FEB Ul (2020) memperkirakan sebanyak 17,5 juta rumah
tangga terancam miskin dengan asumsi garis kemiskinan
Rp 440.000 per kapita per bulan akibat Covid-19 karena
adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan. Hasil survei
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada April
2020 menunjukkan 25% (sekitar 50 juta) warga menyatakan
sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa
pinjaman, 15% warga tabungannya hanya cukup untuk
beberapa minggu, dan 15% warga tabungannya hanya cukup

untuk satu minggu.
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Kerawanan pangan dapat memicu darurat pangan
(food emergency) karena munculnya fenomena feeding
frenzy. Feeding frenzy dirumuskan oleh McMohan (2017)
sebagai situasi di mana negara pengekspor melakukan
pembatasan terhadap arus keluar bahan pangan sebagai
upaya menahan kenaikan harga dalam negeri. Sebaliknya,
negara pengimpor menghapus semua bea impor dan
berupaya mendatangkan sebanyak mungkin bahan makanan
untuk mengamankan persediaan dalam negeri. McMahon
menyebut, tindakan sebagian besar negara untuk
mendahulukan  kepentingan  nasional masing-masing
daripada  bersinergi  merumuskan kebijakan  demi
kemakmuran bersama justru memperparah Kkrisis dan
memicu kenaikan harga pangan dunia.

Keempat, degradasi pendidikan. Kebijakan physical
distancing memaksa perubahan dari pendidikan formal di
bangku sekolah menjadi belajar dari rumah (school from
home) dengan sistem online dalam skala nasional. Bahkan,
ujian nasional tahun ini terpaksa ditiadakan. Sistem
pendidikan online tidak mudah karena kendala teknologi
maupun ekonomi. Banyak guru dan orang tua yang masih

gaptek, tidak memiliki perangkat belajar seperti ponsel,
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laptop dan koneksi internet, serta keterbatasan biaya.
Akibatnya, banyak anak usia sekolah di pelosok Tanah Air
yang saat ini lebih suka bersepeda dan main layangan
daripada belajar.
Keempat masalah bangsa tersebut jelas lebih penting
untuk segera diatasi daripada membeli pesawat tempur. Di
Austria sendiri pesawat tempur itu jarang diterbangkan
karena keamanan wilayah terjamin dan biaya operasional
sangat mahal (US$ 15.000=Rp 217,5 juta sekali terbang).
Dana sebanyak itu tentu lebih bermanfaat untuk mengatasi
masalah bangsa saat ini. Kepedulian Menhan Prabowo
terhadap keempat masalah bangsa tersebut merupakan
langkah strategis untuk meningkatkan elektabilitasnya yang
semakin menurun beberapa bulan terakhir. ***
Harian Bhirawa, 27 Agustus 2020



QoINS
6.

IRONIS, BANGGA TEMPE
IMPOR KEDELAI

Dalam puisi “Pity the Nation” Kahlin Gibran
menulis, “Kasihan bangsa yang mengenakan pakaian yang
tidak ditenunnya, memakan roti dari gandum yang tidak ia
panen, dan meminum susu yang ia tidak memerahnya”. Puisi
tersebut sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Indonesia adalah bangsa produsen dan konsumen tahu dan
tempe, namun tidak mampu memproduksi kedelai dalam
jumlah cukup, sehingga selama puluhan tahun harus
mengandalkan kedelai impor. BPS mencatat impor kedelai
Indonesia terus meningkat dari 2,26 juta ton (2016) menjadi
2,67 juta ton (2019). Sepanjang semester-1 2020 impor
kedelai Indonesia mencapai 1,27 juta ton senilai US$ 510,2
juta (sekitar Rp 7,52 triliun), sebanyak 1,14 juta ton di
antaranya berasal dari Amerika Serikat. Selama sepuluh

tahun terakhir, volume kedelai impor mencapai 2-7 kali lipat
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produksi kedelai lokal, sebagian besar berasal dari Amerika
Serikat.

Ketergantungan terhadap kedelai impor berisiko
terhadap bisnis tahu tempe jika terjadi lonjakan harga. Harga
kedelai impor sejak Desember 2020 sampai awal Januari
2021 melonjak Rp9.200-10.000/kg dari harga sebelumnya
Rp6.500-7.000 per kg. Pada harga kedelai Rp7.000, harga
tempe berkisar antara Rp11.000-Rp12.000 ribu/kg. Ketika
harga kedelai naik menjadi Rp9.200, biaya produksi tempe
menjadi  Rp14.000-an/kg. Lonjakan harga tersebut
menyebabkan perajin tahu tempe di berbagai daerah mogok
massal. Kejadian serupa pernah terjadi pada September
2013, di mana harga kedelai yang dalam kondisi normal
sekitar Rp7.000/kg, mengalami beberapa kali kenaikan
sebesar Rp300--Rp1.000/kg, dan bahkan telah melampaui
batas keekonomian, yakni di atas Rp9.000/kg. Kejadian
demikian dikawatirkan akan terulang dengan frekeunsi yang
semakin sering dan intensitas yang semakin tajam.

Ada banyak masalah endemik pada agribisnis kedelai
di Indonesia yang belum pernah teratasi. Pertama, luas
panen, produksi, dan produktivtas kedelai rendah. Luas

panen kedelai menurun sekitar 20.000 ha/tahun dari sekitar 1
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juta hektar (2000) menjadi sekitar 600 ribu hektar (2019).
Produktivitas kedelai di Indonesia hanya 1,0-1,5 ton/ha,
kurang dari setengah produktivitas kedelai di Amerika
sebesar 2,5-3,5 ton/ha. Kedelai berasal dari daerah subtropis,
sehingga jika ditanam di daerah tropis seperti Indonesia,
hasilnya lebih rendah dibanding di negara subtropis. Di
daerah tropis, panjang hari (photoperiodisitas efektif) rata-
rata sekitar 11-12 jam, sedangkan di daerah subtropis
mencapai 14-16 jam. Karena kedelai termasuk tanaman yang
peka terhadap photoperiode, maka di Indonesia umur kedelai
menjadi pendek, cepat berbunga, dan produktivitas rendah.
Kombinasi luas lahan menyusut dan produktivitas rendah
menghasilkan produksi kedelai Indonesia hanya sekitar 900
ribu ton/tahun, di mana 32,87% di antaranya disumbang
Provinsi Jawa Timur.

Kedua, konsumsi kedelai meningkat. Kedelai
merupakan komoditas pangan yang penting setelah padi dan
jagung. Kebutuhan kedelai akan terus meningkat seiring
dengan meningkatnya jumlah penduduk, perekonomian dan
kesadaran gizi. Kebutuhan kedelai nasional sekitar 2,5 juta
ton setiap tahun sebagian besar (80,41%) digunakan untuk

konsumsi langsung penduduk, 13,49% untuk industri
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makanan, 3,96% untuk hotel, restoran dan rumah makan, dan
2,14% untuk benih. Rata-rata konsumsi kedelai penduduk
Indonesia sebanyak 7,51 kg/kapita/tahun, 89% di antaranya
dikonsumsi dalam bentuk tempe 3,80 kg dan tahu 2,88 kg.
Dalam masa krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat
ini, di mana pendapatan masyarakat menurun, tahu dan
tempe merupakan sumber protein termurah dibanding daging
sapi, daging ayam, telur, dan ikan.

Ketiga, minat petani menanam kedelai rendah karena
keuntungan sedikit. Hasil survei BPS (2017) tentang ongkos
usahatani menunjukkan keuntungan usahatani kedelai paling
rendah. Keuntungan usahatani padi Rp 1,238 juta/ha/bulan,
kacang tanah Rp 1,052 juta/ha/bulan, jagung Rp 1,047
juta/ha/bulan, singkong Rp 869 ribu/ha/bulan, dan kacang
hijau 470 ribu/ha/bulan, sedangkan kedelai hanya Rp 307
ribu/ha/bulan. Selain itu, petani merasakan harga benih
bermutu terlalu mahal, risiko kegagalan budidaya kedelai
cukup besar terutama adanya serangan hama/penyakit, dan
jaminan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan
pemerintah tidak berlaku, karena pada pada musim panen

raya harga kedelai impor lebih murah.
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Keempat, kualitas kedelai lokal rendah. Perajin tahu
tempe menilai kualitas kedelai lokal lebih rendah dibanding
kedelai impor. Kadar air yang terlalu banyak menyebabkan
kedelai lokal lebih cepat membusuk, karena proses
pengeringannya masih menggunakan cara dijemur. Bahkan,
seringkali kedelai basah langsung dijual karena petani
membutuhkan uang. Sebagai bahan baku pembuatan tahu,
kedelai lokal sebenarnya lebih unggul dibanding kedelai
impor, yaitu rasa tahu lebih lezat, rendemen lebih tingi, dan
risiko terhadap kesehatan cukup rendah, karena bukan
berasal dari benih transgenik. Kedelai lokal mempunyai
banyak kelemahan jika digunakan sebagai bahan baku
tempe, yaitu ukuran bijinya kecil, tidak seragam dan kurang
bersih; kulit ari kedelai sulit terkelupas pada saat proses
pencucian; proses peragiannya lebih lama; dan setelah
menjadi tempe, proses pengukusan untuk mengempukkan
lebih lama atau bahkan kurang empuk.

Kelima, gagal swasembada. Target swasembada
kedelai pernah dicanangkan oleh Presiden Habibie melalui
Gema Palagung 2001 (Gerakan Mandiri Padi, Kedelai,
Jagung), dilanjutkan Presiden SBY melalui RPPK

(Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan). Pada
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tahun 2014 Presiden Jokowi juga menargetkan swasembada
kedelai tahun 2017, kemudian diundur tahun 2020. Namun,
target swasembada kedelai ketiga presiden tersebut gagal
total. Sampai hari ini angka SSR (Sefl Sufficient Ratio) dan
IDR (Import Dependency Ratio) kedelai Indonesia masing-
masing 12% dan 88%. Artinya, tingkat keswasembadaan
kedelai Indonesia hanya 12%, sedangkan ketergantungan
impor mencapai  88%. Suatu negara  dikatakan
berswasembada jika angka SSR suatu komoditas minimal
90%.

Keenam, munculnya fenomena feeding frenzy.
Feeding frenzy dirumuskan oleh McMohan (2017) sebagai
situasi di mana negara pengekspor melakukan pembatasan
terhadap arus keluar bahan pangan sebagai upaya menahan
kenaikan harga dalam negeri. Sebaliknya, negara pengimpor
menghapus semua bea impor dan berupaya mendatangkan
sebanyak mungkin bahan makanan untuk mengamankan
persediaan dalam negeri. McMahon menyebut, tindakan
sebagian besar negara untuk mendahulukan kepentingan
nasional masing-masing daripada bersinergi merumuskan
kebijakan demi kemakmuran bersama justru memperparah

krisis dan memicu kenaikan harga pangan dunia.
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Melonjaknya harga kedelai impor merupakan indikator
terjadinya feeding frenzy. Kenaikan harga kedelai ini dipicu
lonjakan permintaan kedelai oleh China kepada AS selaku
eksportir kedelai terbesar dunia. Pada Desember 2020
permintaan kedelai China naik dua kali lipat, yaitu dari 15
juta ton menjadi 30 juta ton. China tampaknya
mengantisipasi peringatan FAO tentang krisis pangan akibat
pandemi Covid-19 yang diperkirakan terjadi sampai tahun
2022, ***

Harian Bhirawa, 7 Januari 2021
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7.

PUPUK BERSUBSIDI LANGKA,
PETANI MERANA

Pupuk telah menjadi input produksi wajib dalam
budidaya padi di Indonesia. Untuk setiap ton gabah yang
dihasilkan, tanaman padi memerlukan hara Nitrogen
sebanyak 17,5 kg (setara 39 kg Urea), Phospor sebanyak 3
kg (setara 9 kg SP-36) dan Kalium sebanyak 17 kg (setara 34
kg KCI). Dalam satu musim tanam padi pada luasan satu
hektar, padi sawah membutuhkan pupuk Urea (Nitrogen)
300 kg, SP36/TSP (Phospor) 100 kg, dan KCI (Kalium) 100
kg. Dengan luas baku sawah seluas 7,46 juta hektar,
kebutuhan pupuk untuk padi sawah di Indonesia mencapai
23,4 juta ton per tahun.

Berdasarkan pengadaan dan penyalurannya, dikenal
pupuk bersubsidi dan nonsubsidi. Pupuk bersubsidi adalah
pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi

dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan
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atas dasar program pemerintah. Pupuk nonsubsidi adalah
pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program
pemerintah dan tidak mendapat subsidi. Sesuai Permentan
No. 49/2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) Sektor Pertanian TA 2021, pupuk bersubsidi
diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam
kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Ketersediaan pupuk
bersubsidi seringkali mengalami kelangkaan ketika musim
tanam. Kelangkaan pupuk bersubsidi berkaitan dengan
beberapa faktor.

Pertama, anggaran pupuk bersubsidi terbatas.
Berdasarkan usulan sistem e-RDKK dari seluruh daerah,
kebutuhan pupuk tahun 2021 mencapai 23,4 juta ton senilai
Rp 67,12 triliun. Sementara anggaran subsidi pupuk pada
tahun 2021 hanya sebesar Rp 25,277 triliun. Dengan
anggaran tersebut, pemerintah hanya mampu memenuhi
kebutuhan pupuk subsidi sebesar 9,04 juta ton (39 persen).
Padahal, rata-rata realisasi penyaluran pupuk subsidi periode
2018-2020 sudah mencapai Rp 32,584 triliun, sehingga
kekurangan anggaran Rp 7,307 triliun.
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Petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang
memiliki lahan seluas kurang dari 2 hektar. Hasil Survei
Pertanian Antar Sensus oleh BPS tahun 2018 mencatat petani
dengan kategori tersebut sebanyak 22,38 juta petani,
sementara yang terdaftar dalam e-RDKK untuk
mendapatkan pupuk bersubsidi hanya 17,05 juta (76 persen)
petani, sisanya 5,33 juta (24 persen) petani tidak masuk
dalam e-RDKK. Jika ketersediaan pupuk bersubsidi 9,04 juta
ton dibagi jumlah petani yang terdaftar 17,05 juta petani,
maka setiap petani rata-rata dapat membeli 530 kg pupuk
bersubsidi. Besarnya perbedaan antara kebutuhan pupuk
(23,4 juta ton) dengan alokasi pupuk bersubsidi (9,04 juta
ton) berpotensi menimbulkan isu kelangkaan pupuk
bersubsidi.

Kedua, perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari
manual ke Kartu Tani. Pola ini dimaksudkan untuk membuat
distribusi pupuk subsidi semakin tepat sasaran. Sayangnya,
distribusi Kartu Tani di lapangan belum merata, sehingga
petani yang belum mengantongi Kartu Tani kesulitan
mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, dalam sistem
Kartu Tani ini, pemerintah hanya memberi jatah pupuk

subsidi rata-rata sebanyak 10 kg per 0,1 hektar atau 100 kg
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per 1 hektar. Jatah pupuk bersubsidi sebanyak ini, sangat
jauh di bawah kebutuhan petani. Dalam satu kali musim
tanam petani melakukan dua-tiga kali pemupukan. Petani
yang memiliki lahan 0,1 hektar, membutuhkan sekitar 20 kg
Urea dan 5 kg SP-36 untuk sekali pemupukan. Jika
menggunakan pupuk lengkap, petani membutuhkan Urea
sebanyak 7,5 kg, SP-36 10 kg dan KCI 5 kg. Namun,
mengingat pupuk KCI tidak mendapat subsidi dari
pemerintah,  kebanyakan  petani  memilih  hanya
menggunakan dua jenis pupuk yang mendapat subsidi yaitu
Urea dan SP-36.

Ketiga, harga pupuk nonsubsidi sangat mahal.
Kehidupan petani semakin terjepit antara biaya dan harga
(farm cost-price squeeze). Biaya sarana produksi pertanian
cenderung naik, sementara harga jual hasil pertanian
cenderung stabil bahkan menurun. Penggunaan pupuk
bersubsidi oleh petani adalah upaya untuk menurunkan biaya
produksi. Dalam struktur biaya produksi padi sawah sebesar
Rp 13,56 juta per hektar, biaya pupuk menduduki peringkat
ketiga terbanyak (9,43 persen), setelah upah pekerja dan jasa
pertanian (48,79 persen) dan sewa lahan (25,61 persen). Jika

menggunakan pupuk nonsubsidi, maka biaya pupuk bisa

70
B
\

P,

B
L0 ad



meningkat 2-3 kali lipat. Saat ini harga pupuk Urea
bersubsidi sebesar Rp 2.250 per kg sedangkan nonsubsidi Rp
5.500-6.000 per kg, pupuk ZA subsidi Rp 1.700 per kg dan
nonsubsidi Rp 3.000-3.500 per kg, kemudian pupuk SP-36
Rp 2.400 per kg dan nonsubsidi Rp 6.000-6.500 per Kg.
Adapun untuk NPK subsidi Rp 2.300 per kg dan nonsubsidi
Rp 7.500-Rp 8.000 per kg sedangkan NPK Formula Khusus
subsidi Rp 3.300 per kg dan nonsubsidi Rp 8.000-10.000 per
kg. Terakhir, pupuk organik subsidi Rp 800 per kg dan
nonsubsidi Rp 2.000-2.500 per kg. Disparitas harga
antara pupuk subsidi dan nonsubsidi yang terlalu tinggi
(sampai Rp 3.000-4.000 per kg) berpotensi memicu
terjadinya moral hazard spekulan yang akhirnya
menimbulkan masalah dalam penyaluran pupuk subsidi
kepada petani.

Keempat, petani padi sangat membutuhkan bantuan
pupuk. Petani padi sebenarnya termasuk kelompok
masyarakat yang kurang sejahtera. Dalam satu musim tanam
tingkat keuntungan petani sekitar Rp 4,95 juta per hektar atau
sekitar Rp 1,65 juta per bulan. Dengan rata-rata kepemilikan
lahan sekitar 0,4 hektar, berarti penghasilan petani hanya

sekitar Rp 660 ribu per bulan. Hasil Survei Ongkos Usaha
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https://republika.co.id/tag/pupuk-subsidi

Tani Tahun 2017 (SOUT-2017) memberi konfirmasi bahwa
99,58 persen rumah tangga petani padi menyatakan
membutuhkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Mayoritas (55,70 persen)
rumah tangga menyatakan bahwa jenis bantuan yang paling
dibutuhkan adalah bantuan pupuk. Hasil SOUT-2017 juga
memperlihatkan bahwa tingkat ketergantungan petani
Indonesia terhadap pupuk sangat tinggi. Persentase rumah
tangga yang menggunakan pupuk mencapai 97,39 persen
dari jumlah total rumah tangga padi sawah. Rumah tangga
yang menggunakan pupuk bersubsidi mencapai 85,84
persen, sedangkan 10,55 persen sisanya menggunakan pupuk
nonsubsisdi.

Kelima, aplikasi pupuk organik tidak praktis dan
ekonomis. Hasil SOUT-2017 menunjukkan jumlah rumah
tangga padi sawah yang menggunakan pupuk anorganik
mencapai 99,87 persen, sedangkan pemakai pupuk organik
hanya 0,13 persen. Substitusi pupuk anorganik dengan pupuk
organik secara teknis memang dapat mengurangi aplikasi
pupuk anorganik. Namun, secara ekonomis tidak serta merta
mengurangi biaya produksi. Pupuk organik memang lebih

murah, tetapi penggunaannya lebih banyak dan menambah
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biaya tenaga kerja. Selain itu, respon tanaman terhadap
pupuk organik lambat, karena kandungan unsur hara pada
pupuk organik hanya 1%-2%, sehingga dapat mengakibatkan
penurunan produksi padi. ***

Malang Post Disway, 18 Maret 2021



QoINS
S.

CABAI RAWIT SEMAKIN PAHIT

Harga cabai rawit di berbagai daerah di Indonesia
melambung setinggi langit. Dalam keadaan normal, harga
eceran cabai rawit antara Rp 30.000-35.000/kg. Pusat
Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat harga
rata-rata cabai rawit di tingkat petani pada akhir Desember
2020 Rp 36.000/kg dan di tingkat pengecer Rp 59.000/kg.
Pada Maret 2021, harga rata-rata cabai rawit di tingkat petani
meningkat Rp 44.000/kg dan di tingkat pengecer Rp
75.000/kg. Di beberapa daerah, harga cabai rawit di tingkat
petani bahkan mencapai Rp 60.000-75.000/kg dan di tingkat
eceran mencapai Rp 100-130 ribu/kg. Harga cabai rawit ini
lebih mahal daripada harga daging sapi Rp 100-110 ribu/kg.

Cabai merupakan komoditas kebutuhan pokok bagi
rumah tangga. Cabai biasa dikonsumsi dalam bentuk segar
maupun olahan. Cabai dalam bentuk segar dapat dikonsumsi

sebagai bumbu masakan, sambal dan penghias makanan,
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sedangkan bentuk olahannya seperti saus sambal dan bubuk
cabai. Cabai yang dikonsumsi oleh masyarakat terdiri atas
cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Konsumsi cabai
penduduk Indonesia sebesar 4,59 kg/kapita/tahun, terdiri
cabai merah 62%, cabai rawit 32%, dan cabai hijau 6%.
Dengan jumlah penduduk 270 juta, maka kebutuhan
konsumsi cabai nasional mencapai 1,239 juta ton per tahun,
atau 103.250 ton per bulan, 33.040 ton di antaranya cabai
rawit. Kebutuhan cabai pada hari-hari besar keagamaan,
seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal dan Tahun
Baru, dan musim hajatan biasanya meningkat sekitar 10—
20% dari kebutuhan normal. Cabai merupakan bahan pangan
yang dapat dikonsumsi setiap saat dan tidak dapat
disubstitusi, sehingga cabai akan terus dibutuhkan dengan
jumlah yang semakin meningkat seiring dengan
pertumbuhan jumlah penduduk, perekonomian nasional dan
berkembangnya industri pangan nasional.

Berdasarkan data Kementan, produksi cabai besar
tahun 2019 sebesar 1,26 juta ton dengan luas panen sebesar
144.391 ha dan produktivitas 8,77 ton per ha, sedangkan
produksi cabai rawit sebanyak 1,37 juta ton dengan luas

panen 177.581 ha dan produktivitas 7,8 ton per ha. Provinsi
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Jawa Timur berada pada peringkat pertama produsen cabai
rawit dengan rata-rata kontribusi 30,38%, disusul Jawa
Tengah 13,76%, NTB 11,86%, Jawa Barat 11,75%, Aceh
5,40% dan Sumatera Utara 3,44%. Provinsi Jawa Timur rata-
rata memproduksi cabai rawit 308.000 ton per tahun.
Kontributor produksi terbesar cabai rawit di Jawa Timur
adalah Kabupaten Blitar 21,40%, Kabupaten Malang
12,34%, Kabupaten Kediri 9,34%, dan Kabupaten Jember
6,98%. Cabe rawit sudah mulai berbuah dan bisa dipanen
setelah berumur 2,5-3 bulan sejak bibit ditanam. Periode
panen bisa berlangsung selama 6-7 bulan. Frekuensi panen
pada periode masa panen tersebut bisa berlangsung 15-20
kali. Produksi cabai biasanya berlimpah pada musim
kemarau atau musim pancaroba dan menurun pada musim
hujan, karena sifat tumbuh tanaman cabai tidak banyak
memerlukan air.

Cabai rawit tergolong jenis tanaman hortikultura
yang rentan terhadap air. Bila diguyur hujan berlebihan,
maka tanaman cabai akan menguning, busuk, dan akhirnya
mati. Penyakit yang sering menyerang tanaman cabai pada
masa musim hujan diantaranya penyakit antraknosa, virus

kuning, dan lalat buah. Penyakit antraknosa (patek)
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merupakan penyakit pada tanaman cabai yang paling banyak
menyebabkan kerugian bagi petani. Kehilangan hasil
produksi cabai akibat serangan penyakit yang disebabkan
cendawan Colletotrichum capsici ini mencapai 20-90
persen, terutama di musim penghujan. Penyakit ini dapat
menyerang semua fase buah cabai, baik saat fase cabai masih
muda maupun fase sudah masak.

Produksi cabai sebenarnya memenuhi kebutuhan
konsumsi, bahkan cenderung surplus. Namun, komoditas ini
sangat sensitif terhadap cuaca, sehingga berakibat pada
fluktuasi pasokan dan fluktuasi harga. Banyak faktor yang
mempengaruhi pasokan dan harga. Pasokan dipengaruhi oleh
jumlah produksi di sentra produksi dan kelancaran
transportasi. Produksi dipengaruhi oleh luas panen dan
produktivitas yang sangat ditentukan oleh kondisi iklim.
Fluktuasi produksi cabai, selain disebabkan oleh musim, juga
oleh terkonsentrasinya pusat-pusat produksi hanya di daerah
tertentu, sementara konsumen cabai tersebar di hampir
seluruh di Indonesia. Hal ini mengakibatkan terjadi senjang
penawaran dan permintaan komoditas di daerah tertentu
yang mengakibatkan aliran produksi dari daerah surplus ke

daerah defisit. Pada sisi lain, banyak faktor yang juga

i/m- %\S
520/



mempengaruhi harga, seperti jumlah dan kontinuitas
pasokan, dinamika permintaan konsumen dan dinamika
kenaikan harga baik harga input maupun harga komoditas
lain.

Fluktuasi harga cabai lebih banyak disebabkan oleh
ketidakstabilan pasokan, sebagai akibat ketidakstabilan
produksi dan gangguan distribusi. Pada musim kemarau
(September-Oktober), produksi dan pasokan cabai
melimpah, distribusi lancar, sementara permintaan relatif
tetap, sehingga harga merosot tajam. Sebaliknya, pada
musim penghujan (Februari-Maret), produksi dan pasokan
menurun, distribusi terganggu karena banjir, mengakibatkan
harga melambung tinggi. Fluktuasi harga yang tajam
menjadikan komoditas cabai dimasukkan dalam jajaran
komoditas pertanian penyumbang inflasi terbesar setiap
tahun.

Meski fluktuasi harga cabai merupakan peristiwa
rutin setiap musim kemarau dan hujan, belum ada solusi
permanen dari pemangku kepentingan. Pengembangan
komoditas cabai selama ini masih tertuju pada sisi penawaran
melalui pendekatan penumbuhan sentra-sentra produksi baru

dan pemantapan sentra yang telah ada. Akan tetapi,
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kebijakan yang bertumpu pada sisi penawaran tersebut
belum efektif dalam mencapai tujuan peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan petani. Petani cabai tetap
menanggung risiko usaha yang sangat tinggi, yang tercermin
dari lebarnya kesenjangan antara harga saat panen raya dan
harga saat paceklik. Pada saat panen raya, produksi cabai
melimpah, harga merosot. Sebaliknya, pada musim paceklik,
harga melambung, produksi menyusut. Kenaikan harga cabai
rawit tidak otomatis berpengaruh terhadap pendapatan
petani. Jadi, ketika harga cabai rawit melambung tinggi,
petani dan konsumen sama-sama merasakan cabai rawit
semakin pahit. ***
New Malang Pos, Rabu 24 Maret 2021



QoINS
9.

IMPORT BERAS, MARJINALISASI
DAN KEMISKINAN PETANI

Indonesia berhasil mencapai swasembada beras
tahun 1984. Atas keberhasilan tersebut, pada 14 November
1985 Presiden Soeharto diundang berpidato pada konferensi
ke 23 Organisasi Pangan Dunia (FAO) di Roma, Italia, dan
pada 21 Juli 1986 Presiden Soeharto menerima medali emas
dari FAO di Bina Graha Jakarta. Berdasarkan ketetapan
FAO, suatu negara dikatakan swasembada jika produksi
beras mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Beras
kemudian menjadi makanan pokok bangsa Indonesia dari
Sabang sampai Merauke. Sejak saat itu tidak ada lagi
pernyataan di dalam buku teks sekolah bahwa makanan
pokok orang Madura adalah jagung, dan makanan pokok
orang Maluku dan Papua adalah sagu, seperti tahun 1970-an.

Saat ini konsumsi beras penduduk Indonesia

mencapai 97,36 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi tersebut
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menjadikan Indonesia negara konsumen beras terbesar di
dunia, jauh di atas rata-rata konsumsi beras dunia sebesar 60
kg, dan negara tetangga Malaysia 80 kg, Thailand 70 kg,
serta Jepang 58 kg/orang/tahun. Jika konsumsi beras tersebut
dibagi harian, maka orang Indonesia mengonsumsi beras 267
g/orang/hari atau 89 g sekali makan. Dengan jumlah
penduduk 272 juta jiwa, maka setiap tahun harus tersedia
beras sebanyak 26,48 juta ton untuk konsumsi rumah tangga
di Indonesia. Jika ditambah konsumsi di luar rumah tangga
sebesar 17,24 Kkg/kapita/tahun, maka kebutuhan beras
Indonesia mencapai 31,17 juta ton/tahun.

BPS mencatat produksi padi Indonesia tahun 2020
sebanyak 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG), setara
31,33 juta ton beras. Selama lima tahun terakhir, produksi
padi mengalami penurunan sebesar 4,18%/tahun dari 79,35
juta ton tahun 2016. Penurunan produksi padi diakibatkan
oleh penurunan luas panen dan produktivitas padi. Luas
panen padi menurun 4,08%/tahun dari 15,16 juta hektar
tahun 2016 menjadi 10,66 juta hektar tahun 2020, sedangkan
produktivitas padi menurun 0,06%/tahun dari 52,36 ku/ha
menjadi 51,28 ku/ha. BPS memprediksi produksi GKG
sepanjang Januari 2021-April 2021 mencapai 25,54 juta ton
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(setara 14,54 juta ton beras). Kementan mencatat pada
periode Januari-Mei 2021, stok beras mencapai 24,9 juta ton,
sementara kebutuhan 12,33 juta ton, sehingga terdapat
surplus 12,56 juta ton.

Meskipun berhasil mencapai swasembada dan
surplus beras, Indonesia juga tercatat negara importir beras.
Selama periode tahun 2000-2019 rata-rata volume impor
beras Indonesia sebesar 987,977 ribu ton/tahun, senilai US$
386,805 juta (Rp 5,415 triliun) per tahun. Impor tertinggi
tahun 2011 sebanyak 2,75 juta ton (US$ 1,513 miliar) dan
terakhir tahun 2019 sebanyak 444,509 ribu ton (US$ 184,254
juta). Negara asal impor beras Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir utamanya berasal dari Vietham dan Thailand
dengan kontribusi masing-masing 40,45% dan 38,43%,
kemudian Pakistan 10,73% dan India sebesar 10,38%.
Importasi beras umumnya dilakukan dengan empat alasan,
yaitu teknis (produksi padi merosot), ekonomis (harga beras
melonjak), politis (cadangan pangan), dan sosial (bantuan
pangan).

Perangkap kemiskinan

Dalam Rapat Kerja Kemendag Tahun 2021, Kamis

(4/3/2021), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
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memaparkan rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton
untuk menambah cadangan (iron stock) sebesar 1 juta ton
hingga 1,5 juta ton. Rencana importasi beras tersebut
diperkuat oleh pemberitaan Bangkok Post bahwa pemerintah
Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-
beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret
2021. Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit
mengungkapkan, perjanjian yang akan diteken kedua negara
merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G). Isi
perjanjiannya adalah terkait pasokan beras asal Thailand ke
Indonesia, mencakup tidak lebih dari 1 juta ton beras putih
dengan kadar retak 15-25 persen (beras medium). Perjanjian
ini berlaku untuk pasokan impor 1 juta ton beras dalam
setahun dengan durasi empat tahun. Impor beras dari
Thailand yang dilakukan Indonesia ini dilakukan dengan
syarat tertentu, yaitu tergantung produksi beras kedua negara
dan harga beras dunia.

Setelah mengalami perdebatan selama beberapa
pekan, pada Jumat (26/3/2021) Presiden Jokowi akhirnya
memutuskan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras
impor masuk ke Indonesia. Perdebatan tentang importasi

beras di tengah musim panen raya padi telanjur membawa
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dampak negatif bagi kesejahteraan petani. Harga gabah yang
biasa turun saat panen raya, semakin merosot akibat wacana
importasi beras. Kehidupan petani semakin terjepit antara
biaya dan harga (farm cost-price squeeze). Biaya sarana
produksi pertanian cenderung naik, sementara harga jual
hasil pertanian cenderung stabil bahkan menurun. Saat tanam
padi para petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Namun ketika panen tiba, harga jual gabah terpuruk. Saat ini
harga gabah kering panen (GKP) di berbagai daerah jatuh
dalam kisaran Rp 3.400 hingga Rp 3.600 per kg, di bawah
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 4.200 per kg.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya harga selalu di atas
Rp 4.000 per kg, bahkan mencapai Rp 4.700 per kg pada
tahun 2020.

Survei BPS tentang Struktur Ongkos Usaha Tanaman
Padi 2017 (SOUT Padi 2017) mencatat pendapatan
petani hanya sebesar Rp 4,95 juta per musim tanam per
hektare atau Rp 1,23 juta per bulan. Survei BPS juga
menyebutkan sebanyak 57,97 persen petani hanya memiliki
lahan di bawah 0,1 hektare dan 29,47 persen petani memiliki
0,1 sampai 0,49 hektare. Ini berarti sebanyak 87,44 persen

petani Indonesia hanya berpenghasilan antara Rp 123 ribu
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sampai Rp 615 ribu per bulan. Pendapatan tersebut jauh di
bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia antara
Rp 1,765 juta sampai 4,276 juta/bulan dan garis kemiskinan
Rp 454.652 per kapita per bulan

Importasi beras dapat dipandang sebagai proses
marjinalisasi halus (soft marginalization) bagi kehidupan
petani, selain melalui konversi lahan, alih teknologi dan
akses permodalan. Marjinalisasi semacam ini tidak
memerlukan perilaku represif terhadap kelompok yang
lemah, namun terjadi dengan proses sosial yang halus,
sehingga petani tidak menyadari kalau mereka terpinggirkan.
Kebijakan impor beras menyebabkan pendapatan petani
merosot. Beras impor dapat menjatuhkan harga panen petani
baik GKP, GKG maupun beras sampai sebesar 20 persen.
Penurunan pendapatan mengakibatkan petani tidak mampu
mengimbangi kebutuhan sosial ekonomi rumah tangga yang
terus meningkat, sehingga terjerumus dalam perangkap
kemiskinan  (poverty trap). Perangkap kemiskinan
merupakan sistem ekonomi yang sangat menyulitkan
masyarakat petani keluar dari lingkaran kemiskinan karena
rendahnya pendapatan. BPS mencatat jumlah rumah tangga

miskin di Indonesia tahun 2020 sebagian besar (46,30
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persen) berpengasilan utama berasal dari sektor pertanian.
Tak heran jika pertanian semakin ditinggalkan generasi
muda milenial karena merupakan lambang kemiskinan
berkelanjutan. ***

Harian Bhirawa, Selasa 30 Maret 2021
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QoINS
10.

HARGA JAGUNG MELAMBUNG,
PETERNAK LIMBUNG

Suroto ditangkap polisi ketika membentangkan
poster meminta bantuan kepada Presiden Jokowi (Selasa,
7/9/2021) terkait tingginya harga jagung. Gara-gara poster
tersebut, Suroto dan perwakilan peternak ayam dari berbagai
daerah diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara (Rabu,
15/9/2021). Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi
berjanji menurunkan harga jagung menjadi Rp 4500 per Kkg.
Peternak ayam Blitar memang sangat berkepentingan
terhadap harga jagung karena Blitar merupakan sentra
populasi dan produksi telur Jawa Timur, bahkan Indonesia.
Populasi ayam petelur di Jawa Timur tahun 2020 sebanyak
96,543 juta ekor (34%) dari populasi ayam petelur nasional
281,108 juta ekor dengan produksi telur mencapai 1.732.437
ton (32%) dari 5.044.395 ton produksi telur nasional.

Kabupaten Blitar memberikan kontribusi terbesar yaitu 33%
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terhadap populasi dan 34% terhadap produksi telur di Jawa
Timur.

Dalam mengelola bisnis ayam petelur, peternak
berada pada posisi terjepit antara biaya dan harga (farm cost-
price squeeze). Biaya sarana produksi peternakan cenderung
meningkat, sementara harga jual telur sangat berfluktuasi.
Dalam struktur biaya produksi ayam petelur, biaya pakan
memiliki peran 70% dalam perhitungan harga pokok
produksi (HPP). Komponen utama (sekitar 50%) pakan
ayam adalah jagung. Harga jagung mengalami kenaikan
harga sejak awal tahun 2021. Harga jagung yang semula Rp
4000-an per kg melejit menjadi Rp 6000-7000an per kg saat
ini. Akibatnya, harga pakan pun melambung melampaui Rp
8000 per kg. Tingginya harga jagung disebabkan masih
belum optimalnya produksi jagung di dalam negeri dan
adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) yang diduga berdampak pada kenaikan
biaya logistik jagung antar daerah. Sementara itu, harga
jagung dunia selama satu tahun terakhir juga mengalami
kenaikan sebesar 90-100% dari USD 135 per ton pada Juli
2020 menjadi USD 260 per ton pada Juli 2021, bahkan
sempat USD 272 per ton pada Juni 2021. Meski harga jagung
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https://www.tempo.co/tag/ppkm

naik, Kemendag memastikan tidak akan melakukan
importasi jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Pemerintah
memilih melakukan substitusi jagung dengan gandum impor
sebesar 300.000 ton.

Kenaikan harga pakan ternyata diperparah dengan
fluktuasi harga telur yang cenderung menurun. Perbandingan
ideal harga pakan dan harga telur adalah 1:3. Kalau harga
pakan Rp 8.000 per kilogram, maka harga telur di kandang
idealnya Rp 24.000 per kilogram. Harga telur di pasaran
sempat mencapai level tertinggi sebesar Rp 25.000 per
kilogram pada pertengahan April 2021, sedangkan harga
terendah beberapa hari ini mencapai Rp 14.000-15000 per
kilogram. Dengan harga serendah itu, peternak mengalami
kerugian sekitar Rp 3000-4000 per kg. Harga tersebut jauh
di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp 19.000-Rp
21.000 per kilogram, berdasarkan ketentuan Permendag
Nomor 7 Tahun 2020. Ketimpangan antara HPP dan harga
telur sudah terjadi sejak pemberlakuan PPKM yang terus
diperpanjang.

Masalah harga pakan yang mahal merupakan
pandemi berkala pada industri ayam ras yang tidak jelas

solusinya. Harga pakan mahal hampir selalu disebabkan
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ketersediaan jagung dalam negeri yang tidak mampu
memenuhi kebutuhan industri pakan. Diperkirakan lebih dari
55% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan,
sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30%, dan
selebihnya untuk kebutuhan industri dan bibit. Peran jagung
sudah berubah sebagai bahan pakan dibanding sebagai bahan
pangan. Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)
mencatat serapan jagung untuk pakan ternak pada 2020
mencapai 6,5 juta ton dan menghasilkan pakan ternak dengan
volume total 14,85 juta ton. Artinya, kandungan jagung
dalam pakan ternak mencapai 43,7 persen.

Kebutuhan jagung sebagai bahan baku pakan ternak
dipenuhi dari produksi nasional dan jagung impor. Produksi
jagung nasional sebenarnya sudah mencapai tingkat
swasembada dengan nilai SSR (Self Suffinciency Ratio)
sebesar 98%. Nilai SSR tersebut berarti bahwa produksi
jagung domestik telah mampu memenuhi 98% kebutuhan
dalam negeri, sedangkan ketergantungan terhadap jagung
impor hanya 2%. Impor jagung tahun 2015-2019 dibatasi
oleh pemerintah dengan tujuan produksi jagung dalam negeri
dapat terserap oleh industri pakan. Impor jagung diperlukan

jika produksi nasional kurang mencukupi untuk kebutuhan
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pabrik pakan. Volume impor jagung tahun 2016 menurun
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 61,96% atau
sebesar 1,33 juta ton dari tahun sebelumnya 3,50 juta ton dan
tahun 2017 relatif rendah 46,34% atau sebesar 714,50 ribu
ton. Pada tahun 2018 dan 2019, volume impor jagung
kembali meningkat sebesar 60,98% atau sebesar 1,15 juta ton
dan 25,49% atau sebesar 293,21 ribu ton. Hingga bulan Juli
2020 impor mencapai 724,21 ribu ton atau masih rendah dari
perode tahun 2019.

Pada sisi konsumsi, penurunan harga telur tidak serta
merta diikuti kenaikan permintaan dan konsumsi telur karena
pendapatan masyarakat juga menurun selama pandemi
Covid-19. Konsumsi telur penduduk Indonesia saat ini
sebanyak 6,78 kg/kapita/tahun, lebih rendah dibandingkan
Malaysia 17,9 kg, Singapura 17,7 kg, dan Thailand 12,4 kg.
Harga yang lebih mahal dan pendapatan penduduk yang
lebih rendah menyebabkan konsumsi produk peternakan
penduduk Indonesia lebih rendah dibanding beberapa negara
tetangga. Pengeluaran penduduk untuk konsumsi telur (dan
susu) hanya Rp 32.435 per kapita sebulan (5,67%) dari
pengeluaran untuk pangan Rp 572.551 sebulan, jauh di

bawah pengeluaran untuk rokok Rp 70.537. Penurunan
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pendapatan mendorong penduduk mengutamakan konsumsi
makanan pokok beras dan sumber protein nabati dan ikan
yang lebih murah dibanding telur dan daging ayam.
Pandemi Covid-19 berpotensi menurunkan konsumsi
telur dan daging ayam. Pertama, pengangguran meningkat.
Pemerintah memperkirakan sebanyak 1,8-3,78 juta orang
Indonesia akan jatuh miskin selama pandemi Covid-19.
Peningkatan  pengangguran menyebabkan  penurunan
pendapatan dan daya beli, ditambah gangguan rantai
pasokan, pada gilirannya akan memberi tekanan pada
kualitas dan kuantitas konsumsi telur dan daging ayam.
Kedua, selama pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir
2 tahun, perekonomian nasional yang mengalami kontraksi
minus 2,09%. Penurunan 1% pertumbuhan ekonomi
menyebabkan peningkatkan kemiskikan dan rawan pangan
sebesar 1,6% and 3,0%. Penyusutan ekonomi Indonesia
menyebabkan jumlah penduduk miskin dan rawan pangan
diperkirakan meningkat 6,9-9,9%. ***
New Malang Pos, Sabtu, 18 September 2021
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QoINS
11.

PEMBERDAYAAN PETANI
MILENIAL

Setiap tanggal 24 September petani Indonesia
memperingati Hari Tani Nasional (HTN). HTN ditetapkan
oleh Presiden Soekarno melalui Keppres No. 169/1963
bertepatan terbitnya UU No. 5/1960 tentang Undang-undang
Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960.
Penetapan HTN merupakan sebuah perhargaan tertinggi
terhadap masyarakat petani yang berjuang menegakkan
kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan bagi bangsa
Indonesia. Selama pandemi Covid-19 yang berlangsung
hampir 2 tahun, petani Indonesia berhasil menyelamatkan
perekonomian sebagai penyumbang pertumbuhan positif
2,59% terhadap perekonomian nasional yang mengalami
kontraksi minus 2,09%.

Di tengah ketangguhannya terhadap pandemi Covid-

19, sektor pertanian sebenarnya mengalami kerapuhan yang

ifm- d«._\li
&



cukup serius, Yyaitu mulai ditinggalkan oleh generasi
milenial. Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)
2019 mencatat dari 33,49 juta penduduk yang berprofesi
sebagai petani, hanya 4,99 juta (14,90%) petani muda yang
berusia di bawah 34 tahun, sedangkan petani tua berusia
lebih dari 55 tahun berjumlah 11,14 juta (33,28%). Jumlah
petani muda menyusut 3,4% per tahun, lebih cepat dibanding
petani tua yang menyusut hanya 0,5% per tahun. Selain
masalah usia yang menua, petani Indonesia juga
berpendidikan rendah. Sebanyak 22,24 juta (66,42%) petani
berpendidikan SD dan tidak tamat SD, sedangkan yang
berpendidikan tinggi hanya 1,05 juta (0,03%). Tampak jelas
bahwa petani saat ini adalah angkatan kerja usia tua yang
telah melewati usia produktif dan berpendidikan rendah,
sedangkan sisanya adalah sedikit kaum muda yang terpaksa
bertani karena kalah bersaing mendapat pekerjaan lain yang
diidamkan.

FAO (2014) mengungkapkan beberapa alasan
generasi milenial (usia 19-39 tahun) enggan bekerja di sektor
pertanian. Pertama, citra petani sebagai pekerjaan yang
rendah, kotor, tidak bergengsi, dan kurang memerlukan

keterampilan. Kedua, pendapatan petani sangat rendah. BPS
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(2017) mencatat penghasilan petani padi hanya Rp 1,238
juta/bulan, jagung Rp 1,047 juta/bulan, kacang tanah Rp
1,052 juta/bulan, ubi kayu Rp869 ribu/bulan, kacang hijau
Rp469 ribu/bulan, dan kedelai Rp 307 ribu/bulan.
Pendapatan tersebut jauh di bawah Upah Minimum Provinsi
(UMP) di Indonesia antara Rp 1,765 juta sampai 4,276
juta/bulan dan garis kemiskinan Rp 454.652 per kapita per
bulan. Ketiga, alih fungsi lahan pertanian ke industri
meningkatkan pemiskinan petani. Di Indonesia terjadi
konversi lahan pertanian seluas 120 ribu hektar lahan setiap
tahun. Survei BPS menyebutkan sebanyak 57,97 persen
petani hanya memiliki lahan di bawah 0,1 ha dan 29,47
persen petani memiliki 0,1 sampai 0,49 ha. Keempat,
infrastruktur perdesaan dan fasilitas agroindustri kurang
menarik kaum milenial tinggal di perdesaan. Kelima, akses
finansial susah dijangkau untuk mengembangkan usaha
pertanian. Keenam, kurikulum pertanian di universitas tidak
mendorong petani milenial untuk mengejar Kkarir di
pertanian. Ketujuh, terbatasnya organisasi petani milenial
dan kurang dilibatkannya pemuda tani dalam perumusan

kebijakan pertanian.
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Fenomena penuaan petani (aging farmers) dan
semakin berkurangnya tenaga kerja milenial pertanian terjadi
baik di negara maju maupun berkembang, seperti AS,
Australia, UE, Jepang, Korea, Thailand, dan Vietnam. Upaya
untuk menarik dan mempertahankan generasi muda petani
terus dilakukan di berbagai negara. Pemerintah AS memberi
fasilitas pinjaman kepada petani milenial untuk memulai
bisnis pertanian melalui Farm Service Agency (FSA). FSA
diberikan dalam bentuk program jaminan pinjaman, program
pinjaman langsung, dan program jaminan sewa lahan.
Program jaminan pinjaman dilakukan dengan menjamin
pinjaman petani milenial ke bank komersial, kredit petani,
dan lembaga kredit lainnya dengan memberikan jaminan
kerugian sampai 95%. Besarnya pinjaman bisa mencapai
$300.000 (sekitar Rp4,35 miliar) dengan jangka waktu
sampai 40 tahun.

Di Australia terdapat tiga skema pembiayaan Young
Farmer Finance Scheme yang difasilitasi Rural Finance
untuk petani milenial berusia kurang dari 40 tahun. Ketiga
macam fasilitas pinjaman tersebut adalah: (1) Pembelian
bahan baku dan peralatan, berjangka waktu delapan tahun

dengan suku bunga 2% lebih rendah dari tingkat bunga
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komersial selama tiga tahun pertama, (2) Pembelian tanah,
berjangka waktu 15 tahun dengan tingkat suku bunga 2%
lebih rendah dari tingkat bunga komersial selama lima tahun
pertama, dan (3) One to grow, diperuntukkan bagi petani
milenial yang ingin membeli lahan pertanian pertama kali
dengan tujuan berusaha pertanian komersial, berjangka
waktu sampai 12 tahun dengan diskon suku bunga 1% dari
suku bunga komersial selama lima tahun.

Uni Eropa menerapkan kebijakan insentif melalui
dua skema, yaitu: (1) Skema pensiun dini (early retirement
schemes), yaitu skema pemberian insentif kepada petani
berusia antara 55-66 tahun yang bersedia mentransfer usaha
pertanian mereka kepada petani milenial, dan (2) Skema
petani muda (the young farmers scheme), yaitu skema
insentif untuk menarik pemuda berusia kurang dari 40 tahun
ke sektor pertanian. Selama periode 2007—2013, sebanyak 24
negara UE menerapkan skema bantuan petani milenial,
sementara 16 negara UE menerapkan skema pensiun dini.
Untuk skema petani milenial, negara Uni Eropa
berkewajiban menggunakan anggaran nasional sampai 2%.

Jepang memanjakan petani dengan berbagai insentif.

Pertama, subsidi pendapatan bagi petani tanaman
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berdasarkan volume produksi dan luas lahan. Kedua, subsidi
pendapatan petani untuk produk strategis, sistem tumpang
sari, sistem pertanian terpadu, dan lahan produktif. Ketiga,
subsidi pendapatan petani padi dan subsidi selisih harga.
Keempat, insentif tambahan untuk peningkatan mutu,
peningkatan skala produksi, pertanian organik, kelompok
petani, dan promosi bisnis. Dengan berbagai insentif
tersebut, rata-rata penghasilan petani Jepang mencapai 10
juta yen (Rpl1,34 miliar)/tahun, 25-30% lebih tinggi
dibanding pendapatan per kapita penduduk.

Di Korea Selatan, kebijakan regenerasi petani
dilakukan melalui program farm successor postering, petani
milenial dapat memperoleh pinjaman selama 10 tahun. Di
Thailand, negara yang berslogan “kitchen of the world”
(dapur dunia), regenerasi petani berlangsung melalui
program petani muda cerdas (young smart farmers) dengan
batasan umur kurang dari 45 tahun. Pemerintah Thailand
membuat kebijakan reformasi lahan pertanian, kartu kredit
petani, menyediakan dana yang mudah diakses, dan
mempromosikan profesi pertanian secara positif. Melalui
model ekonomi “Thailand 4.0”, pemerintah Thailand

menargetkan pendapatan petani sampai 7 kali lipat, dari

e,
-

e
-~
i“
ey s

ot

,.
P,
&



56.000 Baht (Rp26,60 juta) menjadi 390.000 Baht (Rp185,25
juta) pada tahun 2037.

Di Indonesia, pemberdayaan petani milenial
diimplementasikan melalui berbagai program sekolah lapang
petani baik di dalam maupun di luar negeri dan modernisasi
alat dan mesin pertanian, serta Program Sejuta Petani
Milenial. Namun, permasalahan teknis (lahan, teknologi,
risiko gagal), ekonomis (modal, rantai pasar, fluktuasi
harga), dan politis (kebijakan pemerintah) yang cukup berat
menyebabkan mereka tetap enggan berprofesi sebagai
petani. Bagi generasi milenial, bekerja sebagai pengemudi
online, menjadi youtuber atau influencer, pedagang kaki lima
(PKL), buruh pabrik di kota-kota besar, atau menjadi Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, jauh lebih bergengsi
daripada menjadi petani di perdesaan. Tidak mengherankan
jika daerah-daerah perdesaan mulai sepi dari kegiatan
pertanian yang ditinggalkan generasi milenialnya. ***

Harian Bhirawa, Selasa, 28 September 2021



QoINS
12.

KOPERASI DI TANGAN
GENERASI MILENIAL

Ada dua survei menarik tentang pengetahuan
generasi muda milenial terhadap koperasi. Pada survei
pertama di sebuah kampus di Jawa Tengah, peneliti
mengajukan satu pertanyaan, “Apakah koperasi kumpulan
orang atau modal ?” Hasilnya, 69 persen mahasiswa
menjawab bahwa koperasi adalah kumpulan modal dan 31
persen menjawab koperasi sebagai kumpulan orang
(Dalimunte, 2011). Pada survei kedua di Jakarta, peneliti
bertanya kepada beberapa responden milenial tentang
persepsi dirinya terhadap koperasi (WE Online, 2019).
Responden pertama, data entry finance di salah satu
perusahaan swasta, menjawab bahwa koperasi adalah simpan
pinjam ibu-ibu PKK. Responden kedua, digital marketing di
salah satu perusahaan swasta, menilai bisnis koperasi itu out

of date dan cenderung tidak berkembang. Responden ini
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menjelaskan generasi muda sekarang lebih tertarik
membahas start-up dibandingkan koperasi. Jika kedua survei
tersebut diperluas saat ini, maka dapat dipastikan
menghasilkan kesimpulan bahwa generasi milenial usia 17-
30 tahun yang jumlahnya bisa mencapai 60 persen dari total
penduduk Indonesia tidak paham dan tidak tertarik pada
koperasi.

Ribuan Masalah

Sejak 75 tahun koperasi ditulis dalam UUD 1945,
sudah ribuan pembahasan tentang koperasi. Ada ribuan
masalah ditemukan dan ribuan solusi ditawarkan untuk
membangun koperasi sesuai cita-cita Dr. Mohammad Hatta,
Proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia. Menurut Bung
Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki
nasib penghidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong
menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa
kepada kawan berdasarkan prinsip "seorang untuk semua
dan semua untuk seorang” (Alam, 2006). Namun, cita-cita
tersebut bagaikan mimpi di siang bolong. Menurut Soelarso
(2018), Koordinator Majelis Pakar Dewan Koperasi
Indonesia (DEKOPIN), setelah berumur lebih dari setengah

abad, sosok koperasi Indonesia masih setara dengan usaha
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mikro dan kecil dan bernuansa kemiskinan. Koperasi masih
dalam sosok kecil-lemah-sakit-tergantung-kuno, jauh dari
yang seharusnya yaitu besar-kuat-sehat-mandiri-modern.

Koperasi masih menjadi soko guru ekonomi paling
loyo (Sutawi, Bhirawa 23 Juli 2014). Secara kuantitatif
kinerja koperasi tidak lagi mengesankan, bahkan secara
kualitatif peran koperasi sangat mengenaskan. Kemenkop
UKM (2019) menunjukkan jumlah koperasi menurun
menjadi 123.048 unit dari 203.701 unit (2013), dan jumlah
anggota menurun menjadi 22.463.738 orang dari 35.258.176
orang (2013). Kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk
Domestik Bruto) hanya 5 persen, jauh di bawah BUMN 25
persen, dan BUMS 70 persen. Kondisi ini jauh berbeda
dibandingkan koperasi di beberapa negara maju, di mana
kontribusinya terhadap PDB sudah lebih dari 10 persen,
seperti Finlandia 16,1 persen, Selandia Baru 13,9 persen,
Swiss 11 persen, dan Belanda 10,2 persen.

Dalimunte (2006) mengungkapkan tujuh masalah
mendasar koperasi: (1) koperasi tidak dipahami sebagai
gerakan bersama (society movement) untuk menciptakan
kehidupan yang lebih berpengharapan dan bermartabat, (2)

tujuan koperasi hanya ditentukan para elite organisasi tanpa
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melibatkan anggota, (3) koperasi tidak mengedepankan
kolektivitas pemberdayaan (empowering) segenap unsur
organisasi, (4) distribusi hasil koperasi tidak berkeadilan, (5)
kepemimpinan yang lemah, (6) jiwa kewirausahaan yang
lemah, dan (7) management skill yang rendah. Sutawi (2014)
menambahkan empat masalah yang menyebabkan kinerja
koperasi Indonesia sangat rendah: (1) koperasi tidak
memiliki sumberdaya manusia berkualitas, (2) lemah
permodalan, (3) tidak memiliki jaringan bisnis yang luas, dan
(4) keberpihakan pemerintah semakin rendah. Terakhir,
koperasi Indonesia bahkan tidak memiliki payung hukum
yang baru, setelah UU Perkoperasian 2012 dibatalkan MK
melalui putusan bernomor 28/PUU-X1/2013 karena dinilai
bertentangan dengan UUD 1945, dan terpaksa kembali ke
rezim koperasi di bawah UU Perkoperasian 1992. Masalah-
masalah tersebut bersifat laten dan sistemis, bagaikan
penyakit kanker yang secara perlahan-lahan membunuh
ribuan koperasi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah (UKM), Prof Rulli Indrawan mengatakan
selama 2016-2019 sebanyak 81.686 koperasi di Indonesia
dibubarkan karena mandeg dan nakal (Kompas.com, 2020).
Pembubaran terbesar terjadi tahun 2016 sebanyak 45.629
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koperasi, tahun 2017 sebanyak 32.778 koperasi, tahun 2018
sebanyak 2.830 koperasi, dan terakhir tahun 2019 sebanyak
449 koperasi.

Koperasi Digital

Indonesia akan memasuki masa bonus demografi
selama rentang waktu 2020-2035 yang mencapai puncaknya
pada tahun 2030. Pada periode tersebut komposisi penduduk
Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif.
Sektor  koperasi memiliki  tantangan  untuk  bisa
mengakomodasi kebutuhan dan karakter generasi milenial,
yaitu cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tak
terbatas ruang dan waktu, serta menyukai hubungan sosial.
Koperasi memiliki tantangan untuk bisa memanfaatkan
teknologi  digital dalam pengelolaan bisnis untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan
kepada anggota. Apabila tantangan-tantangan tersebut bisa
dilalui, maka koperasi dapat menjadi modal sosial yang
potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan kolektif,
efisien, dan produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan
bersama

Bagi pihak-pihak yang optimistis, terutama pejabat
Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UKM,
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dan aktivis koperasi, koperasi diyakini mampu bermain
dalam gelombang teknologi dan informasi digital. Budaya
generasi milenial yang sering membentuk komunitas juga
bisa menjadi peluang untuk rebranding koperasi. Koperasi
dapat diposisikan sebagai wadah berkumpulnya orang-orang
yang memiliki kesamaan kepentingan, sehingga dapat
menjadi co-working place bagi generasi muda milenial di
mana terjadi sharing economy antara anggotanya secara
langsung. Sayangnya, gagasan mulia ini masih terganjal
masalah regulasi. UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 tidak
memadai untuk memberikan stimulasi daya tarik
pengembangan koperasi bagi generasi milenial di Tanah Air.
Menurut UU untuk mendirikan koperasi itu diperlukan 20
orang sebagai syarat awal. Akibatnya, anak-anak muda yang
mau memulai bisnis menggunakan jalur koperasi tidak
muncul. Di luar negeri untuk mendirikan bisnis koperasi itu
hanya perlu 2 orang sesuai International Co-operative Law
Guidance.

Bagi pihak-pihak yang pesimistis, koperasi semakin
tidak menarik karena tak mengikuti laju zaman, sehingga
tidak akan dikenal lagi oleh generasi milenial mendatang.

Koperasi saat ini berada di dunia nyata perdagangan bebas
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yang penuh persaingan. Dalam menghadapi dunia nyata
seperti itu tokoh pemikir koperasi dunia dan perumus jatidiri
koperasi ICA 1995 lan McPerson memberi nasihat,
“Masalahnya terpulang pada diri kita sendiri, sejauh mana
kita mempunyai wawasan, percaya diri dan disiplin untuk
memasuki dunia nyata secara agresif, atau menunggu saja
sampali dunia nyata menenggelamkan kita.” Dalam
lingkungan seperti itu koperasi Indonesia diyakini akan kalah
bersaing dan tidak mampu menghadapi lawan-lawannya. ***

Harian Bhirawa, 15 Juli 2020
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13.

KEDAULATAN
PANGAN HASIL PETERNAKAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang
paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari
hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam UUD
1945. Dalam rangka menjamin HAM atas pangan,
pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 1